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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021
ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman
hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain:
pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang
ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang
efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap semua pihak turut memberikan saran dan kritik yang
membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan
publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat
penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini
karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan
pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara
berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik
sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun
1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan
abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan
publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk
sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian
kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
aturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrarif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang
dapat memenuhi dan sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai
dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar
Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Namun tak

jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan



seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (intended perfomance)
dengan praktek sehari-hari (actual perfomance), perbedaan antara
tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan
aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya
anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaanya.
Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang
terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang
dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat
terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.
Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana
untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan
fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai
representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat
kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila
sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang
dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan
masyarakat pun juga berkurang. Sebagai jawaban, penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan
pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur
negara sehingga terjadi improvement pada kinerja pelayanan oleh
aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan
dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan
peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang
dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan
masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan

masyarakat dengan kebijakan pemerintah.



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Ligkungan Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik;

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Surat Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
Nomor : 065/00183 /2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada
Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2020;

7. Surat Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
Nomor : 065/00064 /2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada
Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021.

C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan

a) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara
pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan,
penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh
penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur Pemerintah Daerah
lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.



<)

d)

Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan

isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan

masyarakat

2. Manfaat

a) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum  adalah

b)

menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan

harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang

merugikan publik.

Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :

1)

2)

3)

4)

S)

6)

memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang
akan ditetapkan;

memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka
perumusan maupun perbaikan kebijakan;

mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan
untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam
rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;

sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara
pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang
ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

Manfaat FKP khusus bagi publik :

1)

2)

ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh
Undang-Undang Pelayanan Publik;

memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang
akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;



3) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang
dilakukan;
4) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan

penyelenggara layanan.

D. Jenis-Jenis Pelayanan

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai telah menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai Nomor : 065/00064/2021 tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai Tahun 2021 pada tanggal 19 Maret 2021 dengan jenis layanan
sebanyak 9, yaitu:

Layanan Informasi dan Kerja sama Pengukuran

Layanan Pengaduan

Layanan Pengukuran Kompetensi dengan Metode Assessment Center
Layanan Pengukuran Kompetensi dengan Metode Quasi

Layanan Tes Psikologi dengan Wawancara

Layanan Tes Psikologi

Layanan Konseling Psikologi

Layanan Umpan Balik Pasca Uji Kompetensi

= A

Layanan Fasilitasi Uji/Sertifikasi Kompetensi



BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
1. Pra-Pelaksanaan

a.

Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dibentuk Tim

Internal (dokumen Surat Keputusan Pembentukan Tim

Penyeleggara Forum Konsultasi Publik terlampir).

Tema Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik memiliki tema yaitu Review Standar

Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021

Materi Forum Konsultasi Publik

Materi Forum Konsultasi Publik terdiri dari :

1) Pedoman Review Standar Pelayanan

2) Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

Peserta

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

1. Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik : Balai Pengukuran

Kompetensi Pegawai - Badan Kepegawaian Daerah DIY

2. Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat : Perwakilan mitra kerja
sama Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dari
Kabupaten /Kota DIY

Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Direncanakan oleh unit penyelenggara pelayananan publik dengan

stakeholder.

2. Pelaksanaan
Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal :Jum’at / 19 Maret 2021



Waktu
Tempat

:08.30-11.00 WIB

: Aula Sidoluhur, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
J1. Kyai Mojo 56 Yogyakarta

Publik dilaksanakan menggunakan

dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan

Forum Konsultasi (metode)
kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum
Konsultasi Publik ini dipandu oleh (pemandu acara) yang selanjutnya
Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh (pembuka acara), dan
dilanjutkan dengan pemaparan materi dari (pemateri). Kemudian
Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan
tanya jawab yang dipandu oleh (pemandu).

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini
membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada

dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

B. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaan pelayanan dengan analisis permasalahan kemudian dalam

forum ini dirumuskan solusi/rencana tindak lanjut sebagaimana dalam

tabel berikut :

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
Nama OPD/UPT : Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

RENCANA TINDAK
No | JENIS PELAYANAN PERMASALAHAN LANJUT PERBAIKAN
1 | Pengukuran Jangka waktu | Revisi Standar
Kompetensi dengan | penyelesaian Laporan | Pelayanan yaitu
Metode Assessment |lengkap  kurang  detil | - Laporan lengkap :
Center penjelasannya secara | 20 hari kerja setelah
teknis pelaksanaan dan | deadline rekapitulasi
menambahkan jangka | per angkatan
waktu penyelesaian




laporan rekapitulasi

Laporan
rekapitulasi: 7 hari
kerja setelah selesai
pengambilan data

Pengukuran
Kompetensi
Metode Quasi

dengan

Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap  kurang  detil
penjelasannya secara
teknis pelaksanaan dan
menambahkan jangka
waktu penyelesaian

laporan rekapitulasi

Revisi
Pelayanan yaitu
- Laporan lengkap :

Standar

20 hari kerja setelah
deadline
rekapitulasi
Laporan
rekapitulasi: 7 hari
kerja setelah selesai
pengambilan data

Tes Psikologi dengan
Wawancara

Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap kurang  detil
penjelasannya secara
teknis pelaksanaan dan
menambahkan jangka
waktu penyelesaian

laporan rekapitulasi

Revisi
Pelayanan yaitu
- Laporan lengkap :

Standar

20 hari kerja setelah
deadline
rekapitulasi
Laporan
rekapitulasi: 7 hari
kerja setelah selesai
pengambilan data

Tes Psikologi

Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap  kurang  detil
penjelasannya secara

teknis pelaksanaan

Revisi
Pelayanan yaitu
- Laporan lengkap :

Standar

20 hari kerja setelah
deadline
rekapitulasi

Laporan rekapitulasi
(tes psikologi dengan
ranking) 14 hari
kerja setelah selesai
pengambilan data




Konseling

Jangka waktu
penyelesaian Laporan
lengkap  kurang  detil
penjelasannya secara

teknis pelaksanaan

Revisi Standar
Pelayanan yaitu
Laporan lengkap : 7
hari kerja  setelah
selesai sesi konseling

7 layanan selain | Penambahan pada bagan | Revisi Standar
Informasi dan kerja | alur sistem, mekanisme | Pelayanan:
sama pengukuran |dan prosedur apabila | penambahan pada
dan Pengaduan usulan permintaan | bagan alur sistem,
ditolak/disetujui mekanisme dan
prosedur apabila
usulan permintaan
ditolak/disetujui
Semua layanan Perubahan pejabat | Revisi Standar
struktural yang | Pelayanan pejabat
menandatangani Berita | eksisting yang
Acara Standar Pelayanan | menandatangani

Berita Acara Standar
Pelayanan

C. Pasca Pelaksanaan Forum

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut

Hasil

Penandatanganan dilaksanakan

Forum Konsultasi

(sebagaimana terlampir).

oleh perwakilan peserta

Publik dituangkan dalam Berita Acara

forum




AO

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai pada 19 Maret 2021, Pukul 08.30 -
11.00 WIB dan bertempat di Aula Sidoluhur, Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai , Jl. Kyai Mojo 56 Yogyakarta dengan Forum
Konsultasi Publik memiliki tema yaitu “Review Standar Pelayanan
Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021” merupakan
kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara
penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri. Forum
Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan
pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
Tahun 2021 melakukan review terhadap Standar Pelayanan tahun
sebelumnya, dan mendapatkan beberapa masukan/saran dari
perwakilan mitra kerja sama dan stakeholder (Subbidang Pengelolaan
Mutu dan Dokumentasi, Bidang Tata Usaha Kepegawaian BKD DIY).
Masukan/ saran khususnya terkait komponen Service Delivery yaitu
jangka waktu penyelesaian pada layanan Pengukuran kompetensi
dengan metode Assessment Center, Pengukuran kompetensi dengan
metode Quasi, Tes Psikologi dengan Wawancara, Tes Psikologi, dan
Konseling. Selain itu juga penambahan pada bagan alur sistem,
mekanisme dan prosedur apabila usulan permintaan ditolak/disetujui
serta Perubahan pejabat struktural yang menandatangani Berita Acara
Standar Pelayanan. Setelah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik,
Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai menyusun Standar Pelayanan
Tahun 2021.
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Saran
Berdasarkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang telah

diselenggarakan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, kami

sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Forum Konsultasi Publik sebagai upaya percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik perlu diselenggarakan secara
berkelanjutan setiap tahunnya

2. Saran dan masukan dari publik (mitra kerja sama dan stakeholder)
dalam Forum Konsultasi Publik agar segera ditindaklanjuti oleh
setiap OPD sebagai dasar untuk penyusunan revisi Standar

Pelayanan

11



Lampiran 1.
Lampiran 2.
Lampiran 3.
Lampiran 4.
Lampiran 5.

Lampiran 6.

LAMPIRAN

Undangan FKP

Salinan Daftar Hadir FKP

Notulensi FKP

Foto Kegiatan FKP

Berita Acara Penandatanganan Pelaksanaan FKP dan Komitmen
Tindak Lanjut Hasil FKP

Surat Keputusan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi

Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai
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Lampiran 2. Salinan Daftar Hadir

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADANKEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

rl'nu"imuu‘ﬁrqurn]]nn]m&mf’nu]nsnna.ﬁu‘ﬁmﬁnn
JI. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080

Website: http ://bkd.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

DAFTAR HADIR

HarilTanggal : Jum'at / 19 Maret 2021
Pukul : 08,%30-11,00 WIB
Tempat . Aula Sidolulur Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY
Acara . Forum Komunikasi Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran KOmpetensi
Pegawai Tahun 2021
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Lampiran 1. Undangan FKP
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KECI;EGAWAIAN DAERAH

mmmmmmqm@mawg

7 JI. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080
website: http://www.bkd.jogjaprov.go.id; e-mail: bkd@)jogjaprov.go.id

Yogyakarta, (» Mdp}
Nomor : 8671'/0[(422 2 oM

Sifat . Biasa Kepada :
Lampiran : L+ (Sabv) Yth. (Daftar Terlampir)
Hal - Undangan

Dengan hormat mengharapkan kehadiran Bapak/lbu pada pertemuan yang

akan diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Maret 2021

Waktu : 08.30 s/d 11.00 WIB

Tempat . Aula Sidoluhur Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
Acara : Forum Komunikasi Publik Review Standar Pelayanan

Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/lbu, kami

ucapkan terima kasih.
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Lampiran surat

No. ; @()%/O 437
Tanggal : [0 Maret 202

Yth. :

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY

Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah DIY
Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

O 0 N G, & N R

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi

10.Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi Balai PKP
11.Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian Balai PKP

12.Kepala Subbagian Tata Usaha Balai PKP

13.8dr/Sdri .....ocoovviiei
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Lampiran 3. Notulensi

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

n:mijmnrfn w2 rmfr’m]nsmjﬁmn‘jnn

JI. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080

Website: http://balaipkp.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

NOTULENSI FORUM KONSULTASI PUBLIK
DAN REVIEW STANDAR PELAYANAN

Hari/Tanggal : Jum’at / 19 Maret 2021

Tempat : Aula Sidoluhur, Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai BKD DIY, Jl. Kyai Mojo 56 Yogyakarta

Waktu :08.30 - 11.00 WIB

Acara : Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai Tahun 2021

Susunan Acara : 1. Pembukaan

2. Penjelasan singkat tentang Standar Pelayanan dan
Pedoman Review Standar Pelayanan

3. Pemaparan Standar Pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai Tahun 2020

. Pembahasan, masukan dan saran

. Penyusunan draft Standar Pelayanan Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021
berdasarkan masukan dan saran

6. Penutup

L

Forum konsultasi publik dan review standar pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai pada 19 Maret 2021 ini merupakan tindak lanjut dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik serta Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan. Forum Konsultasi Publik merupakan upaya
percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan
pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review
Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan
pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
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ditetapkan serta ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

1. Rapat dihadiri oleh 20 orang dari internal Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai, stakeholder BKD DIY dan mitra kerja sama.

2. Hasil Konsultasi Publik (tema FKP) adalah sebagai berikut:

a. disepakati perlu dilakukan review terhadap komponen Service Delivery
yaitu jangka waktu penyelesaian pada layanan Pengukuran
kompetensi dengan metode Assessment Center, Pengukuran
kompetensi dengan metode Quasi, Tes Psikologi dengan Wawancara,
Tes Psikologi, dan Konseling

b. penambahan pada bagan alur sistem, mekanisme dan prosedur 7
macam layanan apabila usulan permintaan ditolak/disetujui

c. disepakati Forum Konsultasi Publik akan rutin diselenggarakan sekali
dalam 1 tahun

3. Hasil review standar pelayanan adalah sebagai berikut:

a. jangka waktu penyelesaian laporan lengkap pada pengukuran
kompetensi dan potensi lebih didetilkan penjelasannya secara teknis
pelaksanaan (jumlah harinya dan angkatannya), disesuaikan dengan
kapasitas pelaksana layanan, khususnya Assesor SDM Aparatur dan
konselor

b. menambahkan jangka waktu penyelesaian laporan rekapitulasi
layanan-layanan pengukuran kompetensi dan potensi

c. penambahan pada bagan alur sistem, mekanisme dan prosedur 7
macam layanan apabila usulan permintaan ditolak/disetujui

4. Masukan dan saran peserta antara lain:

a. kroscek penamaan jenis pengukuran kompetensi apakah sudah sesuai
Peaturan Kepala BKN No. 26 tahun 2019 tentang Pembinaan
Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS

b. meninjau ulang jangka waktu penyelesaian pada layanan, baik
penyampaian laporan lengkap maupun laporan rekapitulasi, agar bisa
lebih dipercepat

c. bagan alur sistem, mekanisme dan prosedur 7 macam layanan perlu
ditambah alur skema apabila usulan permintaan ditolak/disetujui

d. apabila ada perubahan peraturan tentang tarif layanan ke depannya
mohon untuk diinformasikan

e. mohon diinformasikan kiat-kiat untuk mendapatkan Sertifikat A
untuk penyelenggara penilaian kompetensi dari BKN
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5. Tanggapan dari narasumber (Kepala Balai Pengukuran Kompetensi

Pegawai, Drs. Aris Widaryanto, M.M) adalah sebagai berikut:

a. penamaan jenis pengukuran kompetensi telah sesuai Peaturan Kepala
BKN No. 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian
Kompetensi PNS

b. waktu penyelesaian pada layanan Pengukuran kompetensi dengan
metode Assessment Center, Pengukuran kompetensi dengan metode
Quasi, Tes Psikologi dengan Wawancara, Tes Psikologi, dan Konseling,
baik laporan lengkap maupun laporan rekapitulasi akan segera
ditindaklanjuti dengan revisi Standar Pelayanan Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai Tahun 2021

c. bagan alur sistem, mekanisme dan prosedur 7 macam layanan Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai apabila wusulan permintaan
ditolak/disetujui akan ditambahkan pada Standar Pelayanan

d. saat ini belum ada perubahan peraturan tentang tarif layanan, namun
apabila ke depannya ada akan segera diinformasikan ke mitra kerja
sama atau pengguna layanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

e. kiat-kiat untuk mendapatkan Sertifilkat A untuk penyelenggara
penilaian kompetensi dari BKN yaitu memenuhi segala Kkriteria
persyaratan penilaian akreditasi, dari 3 unsur yaitu : unsur Metode
dan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi, unsur Organisasi dan unsur
SDM. Selanjutnya dapat menghubungi Seksi Hubungan Antar
Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi serta Seksi Pengukuran dan
Pengujian Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

6. Masukan dan saran dari peserta Forum Konsultasi Publik “Review
Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021”
ini akan dibahas lebih lanjut oleh pihak pemberi layanan (Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai) agar segera ditindak lanjuti.

NIP-"197402121993021001
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Lampiran 4. Foto Kegiatan

SR g - ‘ R
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Lampiran 5. Berita Acara Penandatanganan Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi
Publik

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

umﬁmnnﬁm‘hnn]lnn]naﬂg AN n]nsunnjﬁmrﬁnn

JI. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080

Website: http://balaipkp.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 065/00061.1/2021

PENANDATANGANAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
KOMITMEN TINDAK LANJUT HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pada hari ini, tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh
satu, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai telah menyelenggarakan Forum
Konsultasi Publik dan Penandatanganan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum
Konsultasi Publik oleh pihak terkait (mitra kerja sama Kabupaten/Kota DIY
dan Bidang Tata Usaha Kepegawaian BKD DIY). Penandatangan Komitmen
diwakili oleh perwakilan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan/BKPP Kota Yogyakarta, BKPP Kabupaten Sleman, BKPP Kabupaten
Kulon Progo, BKPP Kabupaten Bantul, BKPPD Kabupaten Gunungkidul dan
Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi BKD DIY, yang mewakili para
peserta Forum Konsultasi Publik (tema FKP) menyatakan patuh dan siap
melaksanakan hasil Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun

2017 guna membahas permasalahan di bidang pelayanan publik, khususnya



Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021,

dengan hasil sebagai berikut:

1.

disepakati perlu dilakukan review terhadap komponen Service Delivery
yaitu jangka waktu penyelesaian pada layanan Pengukuran kompetensi
dengan metode Assessment Center, Pengukuran kompetensi dengan
metode Quasi, Tes Psikologi dengan Wawancara, Tes Psikologi, dan
Konseling

disepakati perlu penambahan pada bagan alur sistem, mekanisme dan
prosedur 7 macam layanan apabila usulan permintaan ditolak/disetujui
disepakati Forum Konsultasi Publik akan rutin diselenggarakan sekali
dalam 1 tahun dengan mengundang pihak mitra kerja sama sebagai
masyarakat yang dilayani dan stakeholder terkait.

Demikian berita acara Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021 dibuat dan disahkan untuk

digunakan sebagaimana mestinya.
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DITANDATANGANI OLEH :

No NAMA INSTANSI JABATAN TANDA TANGAN
1. | Drs. Teguh Suhada, M.Si Badan  Kepegawaian | Sekretaris Badan
Daerah DIY Kepegawaian Daerah DIY {\\0’\/& %
2. | Widanta, S.T, M.Ec.Dev Badan Kepegawaian Kepala Bidang Tata Usaha )
Daerah DIY Kepegawaian
(=N f= )
3. | Ani Astuti, S.IP Badan Kepegawaian Kasubbid Pengelolaan Mutu v
Daerah DIY dan Dokumentasi
4. | Drs. Aris Widaryanto, M.M Balai Pengukuran Kepala Balai Pengukuran
Kompetensi Pegawai Kompetensi Pegawai /\/C\P'“N'
5. | Soffi Indriyani, S.E, M.Acc Balai Pengukuran Kepala Seksi Hubungan
Kompetensi Pegawai Antar Lembaga dan
Sertifikasi Kompetensi |
6. | Lailatul Munawaroh, S.Psi, M.A Balai Pengukuran Kepala Seksi Pengukuran
Kompetensi Pegawai dan Pengujian %Ws
7. | Bimo Wicaksanengnoyo, S.Psi Balai Pengukuran Kepala Sub Bagian Tata 4 =
Kompetensi Pegawai Usaha ( '% (,
7
8 | Indah Islawati, S.Psi, M.Psi Balai Pengukuran Assessor SDM Aparatur
Kompetensi Pegawai Muda
P e
9 Podi-Kurnianto;S-STP;, M-St Badan Kepegawaian Kepata UPT Pemnitatan
Pendidikan dan SCRAE
Pelatihan Kota &
Yogyakarta
DtarraKarmiawaty; S3P,M:S : KepataSubbida
10 |X ki Badan Kepegawaian, | = P
Pendidikan dan Pesycenags dan -
Pelatihan Kabupaten Pengrmbenger
Sleman
q Pen buxb&ﬂg‘S‘BM‘ﬁpafat'uu
11 | Muafig, S.Psi Badan Kepegawaian, =
Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten
Kulon Progo /
Ken 3 ne
12 | Sustiyati, S.IP Badan Kepegawaian, | 5 .
Pendidikan AR Pengembangan Pegawai
Pelatihan Kabupaten
Bantul
Kepala-Subbidang Mutast
13 | Indah Dini Susilowati, S.Psi Badan Kepegawaian, |

Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Kabupaten

Gunungkidul

Jabatan Administrasi , JPT

dan Penempatan Pegawai




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

mﬁ']mnﬁrrhnatnn]ﬂn% rm.onn]nﬂmjrfﬁmﬁjnn
JI. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080

Website: http ://balai.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

NOMOR 065/00010/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

FORUM KONSULTASI PUBLIK REVIEW STANDAR PELAYANAN

—

BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik;

Untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara
pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan,
dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara
pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan,

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik
Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan
Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 23



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi
Publik di Ligkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pelayanan Publik;

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Review Standar
Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dengan susunan dan
personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas:

a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Review
Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;

b. Menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai;

c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Review Standar
Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;

d. Melakukan Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi
Pegawai;

e. Menyusun Revisi Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
NOMOR : 065/00010/2021

TENTANG TIM PENYELENGGARA

FORUM KONSULTASI PUBLIK REVIEW STANDAR
PELAYANAN BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI
PEGAWAI

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYELENGGARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK REVIEW STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

KEDUDUKAN
NAMA ANGGOTA JABATAN DALAM TIM
o ma Kepala Balai Pengukuran
Drs. Aris Widaryanto, M.M Kompetensi Pegawai Ketua
Kepala Seksi Hubungan Antar
Soffi Indriyani, S.E, M.Acc. Lembaga dan Sertifikasi Sekretaris
Kompetensi
Retno Isti Indrayani, S.Psi, M.M Assessor SDM Aparatur Madya Anggota
. ‘ Kepala Seksi Pengukuran dan
Lailatul Munawaroh, S.Psi, M.A Pengujian Anggota
Bimo Wicaksanengnoyo, S.Psi Kepala Subbagian Tata Usaha Anggota
Retno Endrastuti, S.Psi, M.Eng. Analis Penjamin Mutu Anggota
Ida Wahyu Setiyaningsih, S.Psi Penyusun Promosi dan Kerjasama Anggota
Pranowo, S.IP Penyusun Promosi dan Kerjasama Anggota
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